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Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
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dan keuangan Perangkat
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Perencanaan, penganggaran,

PV Administrasi keuangan Administrasi kepegawaian Administrasi umum perangkat
dan evaluasi kinerja perangkat
perangkat daerah perangkat daerah daerah
daerah

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan Jumlah Laporan Evaluasi Jumlah Orang yang menerima
Hasil Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Bahan Jumlah Laporan

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil
di inistrasi dan Pengujian
Pelaksanaan Tugas ASN / Verifikasi Keuangan SKPD

Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan yang
Disediakan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Paket Barang Cetakan
Kantor yang Disediakan dan Penggandaan




Pengadaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang

Disediakan

Pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan Dibayarkan
Pajaknya

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipeliharadan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang

Dipelihara dan Dibayarkan
Pajaknya
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Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara / Direhabilitasi
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